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REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

PEDOMAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 215 ayat (2) dan
Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pedoman Pemulihan Lahan

Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333);
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Menetapkan
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3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menhut-1I/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN LAHAN
TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

4. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian
kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup
yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

5. Lahan terkontaminasi Limbah B3 adalah lahan yang
terpapar Limbah B3 dan/atau lahan yang berdasarkan

hasil uji karakteristik terhadap sampel tanah dari lahan
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tersebut  menunjukkan  bahwa  lahan  tersebut
mengandung zat kontaminan yang dikategorikan Limbah
B3.

Keberhasilan pemulihan adalah target sasaran yang
dicapai dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup pada
lahan terkontaminasi Limbah B3.

Pasca pemulihan adalah tahapan kegiatan setelah
seluruh tahapan pemulihan lahan terkontaminasi
Limbah B3 diselesaikan.

Persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup adalah keputusan yang berisi persetujuan atas
dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup
pada lahan terkontaminasi Limbah B3.

Penetapan Status Telah Selesainya Pemulihan Lahan
Terkontaminasi Limbah B3 adalah keputusan yang berisi
pernyataan telah selesainya kegiatan pemulihan fungsi
lingkungan hidup pada lahan terkontaminasi Limbah B3.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukan Limbah dan/atau
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media

lingkungan hidup tertentu.
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17. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat PPLH adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

18. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang
selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil
di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan
tanggung jawab untuk melaksanakan = kegiatan
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. Direktur Jenderal adalah eselon I yang bertanggung
jawab di bidang pengelolaan Limbah B3.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

BAB II
PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 2
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3 dan/atau yang
melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 yang
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau
perusakan lingkungan hidup pada lahan, wajib melaksanakan

pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 3
Pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan:
perencanaan,;

a.
b. pelaksanaan;

o

pemantauan;

&

evaluasi; dan
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pemantauan pasca pemulihan.

Pasal 4

Tahap perencanaan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

pengumpulan data dan informasi; dan
penyusunan dokumen rencana Pemulihan Fungsi

Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui survei
lapangan.

Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan:

a. kronologis terjadinya lahan terkontaminasi Limbah

B3;
b. pemetaan sebaran lahan terkontaminasi Limbah B3

baik di permukaan maupun di bawah permukaan

tanah;
c. sumber kontaminasi;
d. identifikasi jenis Limbah B3;
e. identifikasi zat kontaminan;
f. skala kontaminasi; dan

g. analisis karakteristik, jalur, besar dan frekuensi

paparan Limbah B3.

Pasal 6
Pemetaan sebaran lahan terkontaminasi Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara:
a. pengambilan dan pengujian sampel tanah, air
dan/atau air tanah secara sistematis;
b. menggunakan metode geofisika sesuai dengan
standar  ilmiah  yang  dikonfirmasi  dengan
pengambilan dan pengujian sampel sebagaimana

dimaksud pada huruf a;

www.peraturan.go.id



